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PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 53 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS BEBAN KERJA

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan penataan jabatan Pegawai
Negeri

Sipil dalam rangka mendukung penataan dibidang

kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan perlu

menetapkan Peraturan Menteri tentang pedoman pelaksanaan

analisis beban kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokokKepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43

Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor

194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor

122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4332);

3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

75/KEP/M.PAN/11/2004 tentang Pedoman Perhitungan

Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka

Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN.
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN

PELAKSANAAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN

KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban Kerja di lingkungan
Kementerian

Kesehatan selanjutnya disebut Pedoman Analisis Beban Kerja,
adalah acuan

bagi setiap unit organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan
dalammelaksanakan analisis beban kerja sesuai dengan tugas dan
fungsi masing-

masing.

Pasal 2

Pedoman Analisis Beban Kerja sebagaimana tersebut dalam
lampiran

Peraturan Menteri Kesehatan ini merupakan bagian yang tidak
terpisahkan

dari Peraturan ini.

Pasal 3nalisis Beban Kerja wajib dilaksanakan oleh masing-masing
unit organisasi

Eselon I di bawah koordinasi Sekretariat Jenderal Kementerian
Kesehatan

dalam hal ini Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal
Kementerian

Kesehatan.

Pasal 4

Penetapan keputusan tentang hasil Analisis Beban Kerja
ditandatangani oleh

masing-masing Pimpinan Unit Eselon I, setelah terlebih dahulu
mendapat

persetujuan dari Sekretaris Jenderal.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Desember 2012

MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NAFSIAH MBOI
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Lampiran I

PERATURAN MENTERI KESEHATAN

Nomor : 53 TAHUN 2012

Tanggal : 21 DESEMBER 2012

PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS BEBAN KERJA

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka menciptakan tata kelola kepemerintahan yang
baik(good governance) sesuai dengan arah dan kebijakan reformasi
birokrasi

secara nasional, Kementerian Kesehatan sedang melaksanakan

penataan yang menitikberatkan pada perbaikan dibidang
kelembagaan,

ketatalaksanaan, dan kepegawaian. Perbaikan di bidang
kelembagaan

diperlukan agar organisasi yang ada dapat bekerja lebih efektif
dan

efisien. Untuk membentuk organisasi yang efektif dan efisien
diperlukan

sumber daya manusia yang berkualitas dalam jumlah yang
proporsional

sesuai dengan kebutuhan.

nalisis beban kerja salah satu metode untuk menghasilkan

perhitungan kebutuhan sumber daya manusia yang sesuai dengan

kualifikasi yang dipersyaratkan pada masing-masing jabatan.
Hasil

nalisis Beban Kerja juga dapat digunakan sebagai tolak ukur
bagi

pegawai/unit organisasi dalam melaksanakan kegiatannya, yaitu
berupa

norma waktu penyelesaian pekerjaan, tingkat efisiensi kerja,
dan

standar beban kerja dan prestasi kerja, menyusun formasi
pegawai,

serta penyempurnaan sistem prosedur kerja dan manajemen
lainnya.

Selain itu juga dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk
meningkatkan

produktivitas kerja serta langkah-langkah lainnya dalam
rangka

meningkatkan pembinaan, penyempurnaan dan pendayagunaanaparatur
negara baik dari segi kelembagaan, ketatalaksanaan maupun

kepegawaian.

Upaya tersebut dapat dicapai melalui pelaksanaan analisis
beban

kerja pada setiap unit organisasi di lingkungan Kementerian
Kesehatan

secara konsisten dan berkesinambungan. gar pelaksanaan
analisis
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beban kerja dapat dilaksanakan dan menghasilkan perhitungan

kebutuhan pegawai yang proporsional diperlukan suatu pedoman
yang

menjadi acuan dalam penataan kelembagaan, ketatalaksanaan
dan

kepegawaian.

B. TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

1. Tujuan dikeluarkannya pedoman ini adalah agar semua unit
kerja

dapat mengetahui tata cara melaksanakan analisis beban kerja

secara lebih efektif dan efisien;

2. Sasaran pelaksanaan analisis beban kerja ini adalah untuk

memperoleh informasi tentang jumlah kebutuhan pegawai dan

efisiensi dan prestasi kerja unit/satuan organisasi/pemangku

abatan serta pemanfaatannya dalam rangka meningkatkan
kualitas

apara ur negara;3. Ruang lingkup analisis beban kerja meliputi
beban kerja seluruh

produk yang dihasilkan oleh unit organisasi.

C. MANFAAT HASIL ANALISIS BEBAN KERJA

Hasil dari analisis beban kerja dapat dipergunakan untuk
keperluan

sebagai berikut :

1. Penataan/penyempurnaan struktur organisasi;

2. Penilaian prestasi kerja jabatan dan prestasi kerja unit;

3. Bahan penyempurnaan sistem dan prosedur kerja;

4. Sarana peningkatan kinerja kelembagaan;

5. Penyusunan standar beban kerja jabatan/kelembagaan,
penyusunan

Daftar Susunan Pegawai (DSP) atau bahan penetapan
eselonisasi

abatan struktural;

6. Menyusun rencana kebutuhan pegawai secara riil sesuai
dengan

beban kerja organisasi;

7. Program mutasi pegawai dari unit yang berkelebihan ke unit
yang

kekurangan;8. Program promosi pegawai;

9. Penghargaan dan hukuman terhadap unit organisasi atau
pejabat;

10. Bahan penyempurnaan program pendidikan dan latihan.
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BAB II

TEKNIK PELAKSANAAN ANALISIS BEBAN KERJA

A. PENGERTIAN

1. nalisis beban kerja adalah metode yang digunakan
untukmenentukan jumlah waktu, usaha dan sumber daya yang
diperlukan

untuk menjalankan tugas dan fungsi organisasi;

2. olume kerja adalah sekumpulan tugas/pekerjaan yang
harus/dapat

diselesaikan dalam waktu satu tahun;

3. Hasil kerja adalah output/produk dari tugas dan fungsi
yang

dijalankan oleh pegawai/organisasi setiap tahunnya;

4. Efektifitas dan efisiensi kerja adalah perbandingan
antara

bobot/beban kerja dan jam kerja efektif dalam rangka
penyelesaian

tugas dan fungsi organisasi;5. Norma waktu adalah waktu yang
wajar dan nyata-nyata

dipergunakan secara efektif dengan kondisi normal oleh
seorang

pemangku jabatan untuk menyelesaikan satu tahapan proses

penyelesaian pekerjaan;

6. Pengukuran kerja adalah teknik yang dilakukan secara
sistematis

untuk menetapkan standar norma waktu kerja;

7. Jam kerja kantor adalah jam kerja formal yang ditetapkan
sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. aktu kerja efektif (menit) adalah jam kerja yang harus

dipergunakan untuk berproduksi/menjalankan tugas, yaitu jam

kerja kantor dikurangi waktu luang;

9. aktu luang adalah jam kerja yang diperkenankan untuk

dipergunakan secara tidak produktif;

10. Standar prestasi kerja adalah nilai baku kemampuan hasil
kerja

pejabat/unit kerja secara normal;

11. Unit pelaksana adalah unit organisasi yang secara
fungsional

mempunyai tugas dibidang kepegawaian dan organisasi pada
setiap

unit organisasi eselon I.

B. ALAT UKUR DALAM ANALISIS BEBAN KERJA

Untuk dapat melakukan analisis beban kerja secara baik dan

benar terlebih dahulu perlu ditetapkan alat ukur yang jelas,
sehingga

pelaksanaannya dapat dilakukan secara transparan dan
objektif.
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lat ukur yang dimaksud adalah am kerja yang harus diisi
dengan

pekerjaan untuk menghasilkan suatu produk baik bersifat konkrit
atau

abstrak (benda/jasa).

Dalam Keputusan Presiden Nomor 68 tahun 1995 tentang Hari

Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah jam kerja instansi
pemerintah

sebanyak 37,5 jam per minggu dengan rincian:

Jam kerja formal per minggu:

1. Senin Kamis 07.30 16.00

aktu istirahat 12.00 13.00

2. Juma 07.30 16.30

aktu istirahat 12.00 13.30

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara

Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan
Kebutuhan

Pegawai Negeri Sipil, Jam kerja efektif setelah dikurangi waktu
luang

adalah sebagai beriku :1. Jam kerja efektif per hari = 1 hari x
5 jam = 300 menit

2. Jam kerja efektif per minggu = 5 hari x 5 jam = 25 jam =
1500

meni

3. Jam kerja efektif per bulan = 20 hari x 5 jam = 100 jam =
6000

meni

4. Jam kerja efektif per tahun = 240 hari x 5 jam = 1200 jam =
72000

meni

Jam kerja efektif akan menjadi alat pengukur dari bobot
kerja

yang dihasilkan setiap unit kerja .

C. WAKTU DAN UNIT YANG MELAKSANAKAN ANALISIS BEBAN KERJA

1. AKTU PELAKSANAAN

1.1 Pelaksanaan analisis beban kerja disetiap unit organisasi
di

lingkungan Kementerian Kesehatan dilakukan secara konsisten

dan berkesinambungan setiap tahun pada bulan November

hingga Maret tahun berikutnya.1.2 pabila dipandang perlu
pelaksanaan analisis beban kerja pada

unit/satuan kerja dapat dilaksanakan sewaktu- aktu, misalnya

karena terjadi perubahan kebijakan yang mengakibatkan

perubahan sistem dan prosedur, penyempurnaan organisasi

atau sebab yang lain sesuai dengan kebijakan pimpinan.
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2. UNIT YANG MELAKSANAK N ANALISIS BEBAN KERJA

nalisis beban kerja dilakukan oleh tiap unit organisasi yang
secara

fungsional mempunyai tugas menangani kepegawaian dan
organisasi

dan secara berjenjang dikoordinasikan oleh sekretariat unit
utama

dan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan sebagai
berikut:

a. Dalam hal perhitungan kebutuhan pegawai untuk penyusunan

formasi pegawai dilakukan oleh unit yang menangani
kepegawaian

dan dikoordinasikan oleh Biro Kepegawaian.

b. Dalam hal pengembangan organisasi dilakukan oleh unit
yang

menangani organisasi dan dikoordinasikan oleh Biro Hukum dan

Organisasi.

D. PROSES PELAKSANAAN ANALISIS BEBAN KERJA

Pelaksanaan analisis beban kerja dilaksanakan secara sistematis
dengantahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Pengumpulan data beban kerja

2. Pengolahan data beban kerja

3. Klarifikasi hasil pengolahan data beban kerja

4. Penetapan dan penggunaan hasil analisis beban kerja

1. Pengumpulan data beban kerja

Sebelum melakukan pengumpulan data beban kerja, diperlukan

kajian mengenai organisasi sehingga akan didapatkan data

pendahuluan berupa :

a. Tugas dan fungsi pokok sesuai peraturan tentang organisasi
dan

tata kerja;

b. Peranan unit;

c. Daftar hasil kerja/produk/output atau kegiatan yang telah

dilakukan oleh unit organisasi pada tahun berjalan;

d. Prosedur umum pelaksanaan tugas yang tertuang dalam
Standar

Operasional Prosedur (SOP).

Setelah melakukan analisis organisasi, pelaksanaan
pengumpulan

data dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:a. Pengisian
formulir kuesioner yang berisikan variabel yang

dibutuhkan untuk melakukan analisis.

b. nalis melakukan wawancara dan observasi kemudian

dirumuskan ke dalam formulir dan ditandatangani oleh

responden.
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c. Kombinasi, yaitu analis melakukan wawancara dan observasi

untuk beberapa produk dan menuangkan data hasil wawancara

pada formulir dalam suatu unit organisasi, kemudian
diberikan

penjelasan kepada para calon responden agar kekurangan bahan

dapat dilengkapi oleh responden. Untuk memperoleh data yang

berkualitas sesuai dengan kebutuhan, sebelum diterima perlu

diteliti terlebih dahulu, sehingga kemungkinan adanya data
yang

salah dapat dikurangi.

Untuk melakukan pengumpulan data analisis beban kerja
berdasarkan

pendekatan produk ada beberapa formulir yang digunakan,
yaitu

Form-1, yaitu formulir yang digunakan untuk produk yang
dihasilkan

berdasarkan proses yang secara formal terdapat alur/prosedur
kerjanya

dengan tahapan-tahapan langkah yang jelas diatur dalam
prosedur

kerja.

FORM-1PENGUMPULAN DATA BEBAN KERJA NORMA WAKTU PRODUK
BERDASARKAN NORMA PROSES TAHAPAN

NAMA PRODUK :UNIT ORGANISASI :SATUAN KERJA :LOKASI :TUGAS POKOK
:

No Uraian Proses/ TahapanUntuk Menghasilkan Produk

JabatanPelaksana

SatuanProduk

Jml VolumeKerja

Normawaktu

Peralatan Ket

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Responden.NIP.

Petunjuk pengisian :

a. Nama Produk diisi dengan nama sesuatu secara spesifik
yang

dihasilkan (output/keluaran) oleh unit organisasi tersebut pada
huruf

b, sebagai hasil dari suatu proses masukan/input dengan

menggunakan suatu peralatan tertentu dan telah menyita
waktu.Dapat berupa barang/jasa, produk antara/produk akhir,
benda

berwujud/ tidak berwujud, dirumuskan dalam kata benda atau
yang

dibendakan.
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b. Unit Organisasi diisi dengan nama unit eselon III (untuk
tingkat

pusat)/ nama unit eselon IV (untuk UPT yang kepala satkernya
Es.III).

Unit organisasi ini sebagai dasar analisis beban kerja.

c. "Satuan Kerja" diisi dengan nama unit eselon II yang
merupakan

induk langsung dari unit organisasi yang disebutkan pada huruf
b.

d. Lokasi diisi dengan nama kota tempat kedudukan unit
organisasi

yang disebutkan pada huruf b berada.

e. Tugas Pokok (Tugas Pokok dan Fungsi) diisi dengan ringkasan
tugas

pokok dan fungsi berdasarkan peraturan tentang Struktur
Organisasi

dan Tata Kerja satuan kerja huruf c.

f. No kolom (1) diisi dengan angka untuk memberi nomor urut
atas

uraian yang tercantum pada kolom (2).

g. Uraian Proses/Tahapan Untuk Menghasilkan Produk kolom (2)
diisi

dengan rangkaian upaya/langkah yang dikerjakan oleh para

pemangku jabatan dalam unit organisasi yang disebutkan pada
huruf

b, sehingga terbentuk produk yang disebutkan pada huruf
a.Diuraikan dalam kalimat aktif:

subyek nama jabatan, satu nomor untuk menguraikan satu
langkah

predikat apa yang dikerjakan oleh subyek

obyek menggambarkan inputdan atau output

h. Jabatan Pelaksana kolom (3) diisi dengan nama jabatan
yang

melaksanakan proses/tahapan yang ada pada kolom 2.

i. Satuan Produk kolom (4) diisi dengan kata yang
menggambarkan

suatu besaran output dari langkah yang diuraikan pada kolom
(2),

diusahakan yang bersifat universal.

. Jumlah Volume Kerja kolom (5) diisi dengan angka saja yang

menggambarkan besarnya/banyaknya volume kerja yang diuraikan

pada kolom (3).

k. Norma Waktu kolom (6) diisi dengan jumlah/besarnya waktu
yang

diperlukan untuk memproses secara logis, wajar dan normal
(tidak

super) guna menyelesaikan secara rata-rata untuk setiap satu

produkberdasarkan tahapan yang diuraikan pada kolom (2).

l. Peralatan kolom (7) diisi dengan jenis peralatan spesifik
yang

digunakan untuk memproses sebagaimana diuraikan pada kolom
(2).

m. Keterangan kolom (8) diisi dengan penjelasan untuk
menerangkanhal-hal yang perlu dijelaskan pada kolom (2) s.d
(7).
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Form-2, yaitu formulir isian yang digunakan untuk produk
yang

prosedurnya sulit diuraikan, cenderung berubah-ubah. Form
ini

merupakan formulir pengumpulan data produk berdasarkan norma

pelayanan.

FORM 2

PENGUMPULAN DATA NORMA WAKTU PRODUK BERDASARKAN NORMA
PELAYANANUNIT ORGANISASI :

SATUAN KERJA :

LOKASI :

No Nama Produk Pejabat

PelaksanaSatuanProduk

NormaWaktu

VolumeKerja

Peralatan Ket

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Responden.

NIP.

Petunjuk pengisian :

a. Unit Organisasi diisi dengan nama unit eselon III (untuk
tingkat

pusat)/ nama unit eselon IV (untuk UPT). Unit organisasi ini
sebagai

dasar analisis beban kerja.

b. "Satuan Kerja" diisi dengan nama unit eselon II yang
merupakan induk

langsung dari unit organisasi yang disebutkan pada huruf a.

c. Lokasi diisi dengan nama kota tempat kedudukan unit
organisasi

yang disebutkan pada huruf a berada.

d. No kolom (1) diisi dengan angka untuk memberi nomor urut
atasuraian yang tercantum pada kolom (2).

e. Nama Produk diisi dengan uraian aktivitas/kegiatan yang

menggambarkan nama sesuatu secara spesifik yang dihasilkan

(output/keluaran) oleh unit organisasi tersebut pada huruf a,
sebagai

hasil dari suatu proses masukan/input dengan menggunakan
suatu

peralatan tertentu dan telah menyita waktu.

Dapat berupa barang/jasa, produk antara/produk akhir, benda

berwujud/ tidak berwujud, dirumuskan dalam kata benda atau
yang

dibendakan.

f. Jabatan Pelaksana kolom (3) diisi dengan nama-nama jabatan
pada

unit organisasi pada huruf a yang memproses produk yang
disebutkan

pada kolom (2). Satu produk dapat dikerjakan oleh lebih dari 1
pejabat.

g. Satuan Produk kolom (4) diisi dengan kata yang
menggambarkan

suatu besaran output dari langkah yang diuraikan pada kolom
(2),

diusahakan yang bersifat universal.
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h. Norma Waktu kolom (5) diisi dengan jumlah/besarnya waktu
yang

diperlukan untuk memproses secara logis, wajar dan normal
(tidak

super) guna menyelesaikan secara rata-rata untuk setiap satu

produkberdasarkan tahapan yang diuraikan pada kolom (2).

i. Jumlah Volume Kerja kolom (6) diisi dengan angka saja
yang

menggambarkan besarnya/banyaknya volume kerja yang diuraikan

pada kolom (2).

. Peralatan kolom (7) diisi dengan jenis peralatan spesifik
yang

digunakan untuk memroses sebagaimana diuraikan pada kolom
(2).

k. Keterangan (kolom 8) diisi dengan penjelasan untuk
menerangkan

hal-hal yang perlu dijelaskan pada kolom (2) s.d (7)

Form-3 yaitu, formulir yang digunakan untuk mengetahui
jumlah/

komposisi pemangku jabatan dalam suatu unit organisasi.

FORM 3INVENTARISASI JUMLAH PEMANGKU JABATAN

UNIT ORGANISASI :

SATUAN KERJA :LOKASI :

No Nama

JabatanKompetensiPendidikan

Kompetensi Teknisyang Dimiliki

Golongan Jumlah Ket

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8)

Responden,.

NIP. .

Petunjuk Pengisian:

a. Unit Organisasi diisi dengan nama unit eselon III (untuk
tingkat

pusat)/ nama unit eselon IV (untuk UPT). Unit organisasi ini
sebagai

dasar analisis beban kerja.

b. "Satuan Kerja" diisi dengan nama unit eselon II yang
merupakan induk

langsung dari unit organisasi yang disebutkan pada huruf a.

c. Lokasi diisi dengan nama kota tempat kedudukan unit
organisasi

yang disebutkan pada huruf a berada.

d. No kolom (1) diisi dengan angka untuk memberi nomor urut
atas

uraian yang tercantum pada kolom (2).e. Nama Jabatan kolom (2)
diisi dengan nama-nama jabatan baik

struktural maupun fungsional yang ada di lingkungan unit
organisasi

pada huruf a.

f. Kompetensi Pendidikan kolom (3) diisi dengan jenis pendidikan
yang

dimiliki oleh para pemangku jabatan sesuai jumlah pada kolom
(7).
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g. Kompetensi Teknis yang Dimiliki kolom (4) diisi dengan jenis
diklat

yang pernah diikuti oleh para pemangku jabatan sesuai jumlah
pada

kolom (7).

h. Golongan kolom (6) diisi dengan golongan-golongan atas
jabatan yang

disebutkan dalam kolom (2).

i. Jumlah kolom (7) diisi dengan jumlah pejabat per golongan
yang

disebutkan kolom (6) dan jabatan dalam kolom (2).

. Keterangan kolom (8) diisi dengan penjelasan untuk
menerangkan

hal-hal yang perlu dijelaskan pada kolom (2) s.d (7).

2. Pengolahan data beban kerja

Data yang telah dikumpulkan, diolah dengan menggunakan
formulir

sebagai berikut :

Form-4 digunakan untuk menabulasikan data norma waktu dari

formulir 1 jika terdapat beberapa sampling.Misalnya untuk
beberapa satker memiliki tugas pokok dan fungsi serta

produk yang homogen sebaiknya menggunakan norma waktu yang
sama

sehingga hasil analisisnya lebih memadai.

FORM-4

TABULASI DATA NORMA WAKTU BERDASARKAN PROSES TAHAPAN

Petunjuk pengisian form tabulasi data :

a. Nama Produk diisi dengan nama produk yang tersebut pada form
1.

b. Unit Organisasi diisi dengan nama unit organisasi sesuai
dengan yang

tersebut pada Form 1.

c. Satuan Kerja diisi dengan nama satuan kerja sesuai dengan
yang

tersebut pada Form 1.

d. No kolom (1) diisi dengan angka untuk memberi nomor urut
atas

uraian yang tercantum pada kolom (2).

No

Uraian ProsesTahapan untukMendapatkan

Produk

JabatanPelaksana

Data Sampling Norma WaktuWaktuRata-Rata

HasilAnalisisSampling

aSampling

bSampling

c Dst

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Analis

NIP.
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e. Uraian Proses/ Tahapan untuk Menghasilkan Produk kolom (2)
diisi

dengan uraian proses/ tahapan untuk menghasilkan produk

sebagaimana tersebut dalam Form 1.

f. Jabatan Pelaksana kolom (3) diisi dengan nama jabatan
yang

mengerjakan tugas tersebut. Nama jabatan pelaksana mungkin
dapat

berbeda sesuai dengan struktur di unit organisasi yang
diambil

sampling norma waktunya.

g. Data Sampling Norma aktu kolom (4)-(7) diisi dengan data
norma

aktu yang berhasil dikumpulkan dari masing-masing sumber.

h. aktu Rata-Rata kolom (8) diisi dengan hasil rata-rata waktu
yang

berhasil dikumpulkan dalam kolom sebelumnya.

i. Hasil nalisis kolom (9) diisi dengan besarnya norma waktu
menurut

analisis sesuai dengan hasil wawancara, observasi, dan
pemahaman

mengenai tentang prosedur kerja yang berlaku.

Form-5 digunakan untuk menabulasikan data norma waktu dari

formulir 2 jika terdapat beberapa sampling.

Misalnya untuk beberapa satker memiliki tugas pokok dan fungsi
serta

produk yang homogen sebaiknya menggunakan norma waktu yang
sama

sehingga hasil analisisnya lebih memadai. Dengan adanya faktor
tetap

yang sama, diharapkan hasilnya akan lebih obyektif.

FORM-5

TABULASI DATA NORMA WAKTU BERDASARKAN NORMA PELAYANAN

Unit Organisasi :

Satuan Kerja :

No

Nama

Produk/

Kegiatan

Jabatan

Pelaksana

Data Sampling Norma WaktuWaktu Rata-

Rata Hasil AnalisisSampling

a

Sampling

b

Sampling

c dst

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Analis,

.

NIP. ..

Petunjuk pengisian form tabulasi data :

a. Unit Organisasi diisi dengan nama unit organisasi sesuai
dengan yang

tersebut pada Form 2.

b. Satuan Kerja diisi dengan nama satuan kerja sesuai dengan
yang

tersebut pada Form 2.

c. No kolom (1) diisi dengan angka untuk memberi nomor urut
atas

uraian yang tercantum pada kolom (2).
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d. Nama Produk/Kegiatan kolom (2) diisi dengan nama-nama

produk/kegiatan sebagaimana tersebut dalam Form 2.

e. Jabatan Pelaksana kolom (3) diisi dengan nama-nama jabatan
yang

menghasilkan produk/melakukan kegiatan sebagaimana tersebut
dalam

Form 2.

f. Data Sampling Norma Waktu kolom (4)-(7) diisi dengan data
norma

aktu yang berhasil dikumpulkan dibeberapa lokasi sampling
dalam

Form-2.

g. aktu Rata-Rata kolom (8) diisi dengan hasil rata-rata waktu
yang

berhasil dikumpulkan dalam kolom sebelumnya.

h. Hasil Analisis kolom (9) diisi dengan besarnya norma waktu
menurut

analisis sesuai dengan hasil wawancara, observasi, dan
pemahaman

tentang produk/kegiatan dimaksud.

Form-6 digunakan untuk menghitung beban/bobot kerja setiap
jabatanyang ada pada satu unit organisasi sesuai dengan
produk/hasil kerjanya.

FORM-6REKAPITULASI JUMLAH BEBAN KERJA JABATAN BERDASARKAN NORMA
PRODUK

Unit Organisasi :

Satuan Kerja :

Lokasi :

No Nama ProdukJumlah Beban (bobot) Kerja Jabatan (Orang
Menit/OM)

JumlahJab . Jab . Jab . Jab . Jab .

1 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH

Analis,

.

NIP. ..

Petunjuk pengisian:

a. Unit Organisasi diisi dengan nama unit organisasi sesuai
dengan yang

tersebut pada Form 1 dan 2.

b. Satuan Kerja diisi dengan nama satuan kerja sesuai dengan
yang

tersebut pada Form 1 dan 2.

c. Lokasi diisi dengan tempat kedudukan/lokasi dari satuan kerja
yangdisebutkan pada huruf b.

d. No kolom (1) diisi dengan angka untuk memberi nomor urut
atas

uraian yang tercantum pada kolom (2).

e. Nama Produk kolom (2) diisi dengan nama-nama
produk/kegiatan

sebagaimana tersebut dalam Form 1 dan 2.
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f. Jabatan kolom (3-7) diisi dengan nama-nama jabatan dalam
unit

organisasi tersebut pada huruf a yang berkaitan dengan
produk-produk

yang disebutkan pada kolom (2).

Selanjutnya pada kolom (3-7) di bawah nama-nama abatan yang
telah

dituliskan ( umlah beban/bobot kerja jabatan sesuai dengan
produk)

diisi dengan hasil kali an ara volume kerja dalam Form 1 dan 2
dengan

norma waktu (dalam satuan menit) berdasarkan analisis dalam Form
4

dan 5.

Selanjutnya jumlah seluruh beban/bobot kerja jaba an (bagian

bawah/akhir kolom 3-7) setiap jabatan diperoleh dengan
menjumlahkan

seluruh beban kerja jabatan pada setiap produk.

g. Jumlah (8) diisi dengan jumlah (sigma) beban/bobot pada kolom
(3-7),

data ini merupakan jumlah beban/bobot kerja produk.

selanjutnya jumlah seluruh beban/bobot kerja (bagian
bawah/akhir

kolom 8) yang merupakan beban/bobot kerja unit secara
keseluruhan

diperoleh dengan menjumlahkan sigma beban/bobot kerja.

Form-7 dipergunakan untuk menghitung umlah kebutuhan

pegawai/pejabat, tingkat efektivitas dan efisiensi jabatan (EJ)
dan

prestasi jabatan (PJ).

FORM-7

PERHITUNGAN KEBUTUHAN PEJABAT/PEGAWAI,TINGKAT EFISIENSI JABATAN
(EJ) DAN PRESTASI KERJA JABATAN (PJ)

Unit Organisasi :Satuan Kerja :

Lokasi :

No Nama

JabatanJumlah BebanKerja Jabatan

PerhitunganJumlah Kebutuhan

Pej/Peg

JumlahPeg/Pej Yang

Ada+/- EJ PJ Ket

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Jumlah

Analis,.

NIP. ..

Petunjuk pengisian:

a. Unit Organisasi diisi dengan nama unit organisasi sesuai
dengan yang

tersebut pada Form 1 dan 2.

b. Satuan Kerja diisi dengan nama satuan kerja sesuai dengan
yang

tersebut pada Form 1 dan 2.
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c. Lokasi diisi dengan tempat kedudukan/lokasi dari satuan kerja
yang

disebutkan pada huruf b.

d. No kolom (1) diisi dengan angka untuk memberi nomor urut
atas

uraian yang tercantum pada kolom (2).

e. Nama Jabatan (2) diisi dengan nama-nama jabatan dari Form
6.

f. Jumlah Beban Kerja Jabatan (3) diisi dengan jumlah beban
kerja pada

kolom (3) bawah F-6 (kolom bawah umlah) yang dibagi dengan
60

untuk memperoleh jumlah beban/bobot kerja dalam satuan jam.

g. Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat (4) diisi
dengan

jumlah beban kerja jabatan pada kolom (3) dibagi jam kerja
efektif

pertahun (1200 am) beserta hasilnya dengan rumus :

Jumlah kebutuhan

pegawai/pejabat =

Jumlah beban/bobot kerja

jabatan

Jam kerja efektif

Kolom (4) = kolom (3) : 1200

h. Jumlah Pegawai/Pejabat Yang Ada (5) diisi dengan jumlah

pegawai/pejabat sesuai dengan data pada Form 3.

i. +/- (6) diisi dengan hasil selisih antara kolom (5) dengan
kolom (4).

Jika kolom (4) > kolom (5) maka terdapat kekurangan umlah
pejabat

yang disebutkan kolom (2) dan demikian juga sebaliknya.

. EJ (efektivitas dan efisiensi jabatan) (7) diisi dengan
menggunakan

rumus:

EJ =

Beban (bobot) kerja jabatan

Jumlah pemangku jabatan x jam kerja efektif

per tahun

Kolom (7) = Kolom (3)

Kolom (4) x 1200

k. PJ (prestasi kerja jabatan (8) diisi dengan menggunakan
pedoman :

EJ > 1,00 = (Sangat Baik)

EJ antara 0,90 0.99 = B (Baik)

EJ antara 0,70 0,89 = C (Cukup)

EJ antara 0,50 0,69 = D (Sedang)

EJ < 0,5 = E (Kurang)
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l. Jumlah kolom (3), (4) dan (5) diperoleh dengan menjumlahkan
angka

dalam kolom yang bersangkutan.

m. Jumlah kolom (6) diperoleh dari selisih antara kolom (5) dan
(4) kolom

(7)-(8) tidak dijumlahkan.

n. Keterangan kolom (9) diisi dengan penjelasan untuk
menerangkan hal-

hal yang perlu dijelaskan pada kolom (2) s.d (5) di sebelah
kirinya.

Form-8 dipergunakan untuk menghitung jumlah kebutuhan
pegawai/

pejabat unit, tingkat efektivitas dan efisiensi unit (EU), dan
tingkat prestasi

kerja unit (PU).

FORM-8

REKAPITULASI KEBUTUHAN PEJABAT/PEGAWAI, TINGKAT EFISIENSI UNIT
(EU)DAN PRESTASI KERJA UNIT (PU)

Satuan Kerja :

Lokasi :

No Nama Unit

OrganisasiJumlah BebanKerja Jabatan

JmlKebutuhan

Pej/Peg

JumlahPeg/Pej Yang

Ada+/- EU PU Ket

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Jumlah

Analis,NIP. ..

Petunjuk pengisian :

a. Satuan Kerja diisi dengan nama satuan kerja sesuai dengan
yang

tersebut pada Form 1 dan 2.

b. Lokasi diisi dengan tempat kedudukan/lokasi dari satuan kerja
yang

disebutkan pada huruf b.

c. No kolom (1) diisi dengan angka untuk memberi nomor urut
atas

uraian yang tercantum pada kolom (2).

d. Unit Organisasi diisi dengan nama unit organisasi sesuai
dengan yang

tersebut pada Form 7.

e. Jumlah Beban Kerja Unit (3) diisi dengan jumlah beban kerja
pada

Form 7 bagian bawah.f. umlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat (4) diisi
dengan jumlah kebutuhan

pegawai/pejabat (5) dari Form 7 bagian bawah.

g. Jumlah Pegawai/Pejabat Yang Ada (5) diisi dengan jumlah

pegawai/pejabat sesuia dengan Form 7 bagian bawah.

h. +/- (6) diisi dengan data dari Form 7 bagian bawah kolom
(6).
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i. EU (efektivitas dan efisiensi unit) kolom (7) diisi dengan
menggunakan

rumus:

EU =

Beban (bobot) kerja unit

Jumlah pegawai unit x jam kerja efektif per

tahun

EU = Kolom (3)

Kolom (4) x 1200

. PU (prestasi kerja unit) (8) diisi dengan menggunakan pedoman
:

EU > 1,00 = A (Sangat Baik)

EU antara 0,90 0,99 = B (Baik)

EU antara 0,70 0,89 = C (Cukup)

EU antara 0,50 0,69 = D (Sedang)

EU < 0,5 = E (Kurang)k. Jumlah kolom (3), (4) dan (5)
diperoleh dengan menjumlahkan angka

dalam kolom yang bersangkutan.

l. Jumlah kolom (6) diperoleh dari selisih antara kolom (5) dan
(4) kolom

(7)-(8) tidak dijumlahkan.

m. Keterangan kolom (9) diisi dengan penjelasan untuk
menerangkan hal-

hal yang perlu dijelaskan pada kolom (2) s.d (5) disebelah
kirinya.

3. KLARIFIKASI HASIL PENGOLAHAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA

Setelah proses pengolahan data dan analisis beban kerja
selesai

dilakukan, maka dilanjutkan dengan klarifikasi. Klarifikasi ini
dapat

dilakukan dengan atasan langsung pada unit organisasi eselon IV
yang

dianalisis, atasan tidak langsung pada unit organisasi eselon
III ataupun

II, dan dengan pejabat lain di luar unit organisasi eselon II
yang memiliki

pengetahuan tentang proses kerja dari unit organisasi yang
sedang

dinilai. Tahapan klarifikasi bisa juga dilakukan pada saat
pengumpulan

data, observasi, maupun pada saat pengolahan dan analisis beban
kerja.

Hasil klarifikasi ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan
dalam

analisis beban kerja selanjutnya.
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4. PENETAPAN DAN PENGGUNAAN HASIL ANALISIS BEBAN KERJA

a. Hasil analisis beban kerja pada setiap unit organisasi di
lingkungan

Kementerian Kesehatan ditetapkan oleh masing-masing pimpinan

unit eselon I setelah mendapatkan pertimbangan tertulis dari

Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan.

b. Prosedur penetapan hasil analisis beban kerja di atas
sebagai

berikut:

i. Setelah masing-masing unit eselon II melakukan
perhitungan

analisis beban kerja terhadap seluruh unit eselon IV yang ada
di

bawahnya, hasil tersebut disampaikan secara tertulis kepada

sekretaris unit eselon I yang bersangkutan;

ii. pabila dinilai telah memadai, hasil pada huruf (a) akan

disampaikan kepada pimpinan unit eselon I yang bersangkutan

untuk kemudian dibuatkan surat pengantar kepada Sekretaris

Jenderal Kementerian Kesehatan guna mendapatkanpertimbangan atas
hasil analisis beban kerja yang telah

dilakukan;

iii. Berdasarkan surat dari pimpinan unit eselon I yang

bersangkutan, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan

menugaskan Kepala Biro Hukum dan Organisasi dan Kepala

Biro Kepegawaian untuk melakukan penelaahan sesuai bidang

tugasnya, guna pemberian pertimbangan atas hasil terhadap

hasil pengukuran analisis beban kerja;

iv. Dalam melakukan penelaahan, Biro Hukum dan Organisasi
dan

Biro Kepegawaian ajib menerapkan prinsip koordinasi,

integrasi, dan sinkronisasi baik dengan unit eselon I yang

ditelaah maupun dengan unit kerja lain baik di dalam maupun

di luar Kementerian Kesehatan yang terkait;

v. Hasil analisis terkait kebu uhan pegawai untuk penetapan

formasi disusun oleh Biro Kepegawaian dan hasil analisis
terkait

efektivitas jabatan dan efektivitas organisasi disusun oleh
Biro

Hukum dan Organisasi;

vi. Hasil analisis tersebut diajukan kepada Sekretaris
Jenderal

dalam bentuk rekomendasi, dan apabila sudah dianggapmemadai
kemudian dibuatkan surat persetujuan Sekretaris

Jenderal Kementerian Kesehatan;

vii. Setelah menerima pertimbangan dari Sekretaris Jenderal

Kementerian Kesehatan, pimpinan unit organisasi eselon I
yang
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bersangkutan menetapkan hasil analisis beban kerja di unit

masing-masing.

c. Hasil analisis beban kerja pada angka (1) dapa digunakan
sebagai

sarana untuk:

menilai efektifitas dan efisiensi kerja jabatan dan unit
organisasi;

menilai tingkat prestasi kerja jabatan dan prestasi kerja
unit

organisasi;

merencanakan jumlah kebutuhan pegawai (DSP), mutasi,
promosi,

maupun program dibidang kepegawaian lainnya;

menyempurnakan susunan organisasi dan tata kerja;

pertimbangan penetapan kebijakan pimpinan unit eselon I
dalam

rangka peningkatan kualitas dan pendayagunaan SDM di unit

kerjanya.

d. Petikan keputusan pimpinan unit eselon I di atas disampaikan
kepada

unit organisasi yang dinilai, disertai arahan tindak lanjut dari
hasil

analisis beban kerja yang telah dilakukan dalam rangka
peningkatanpendayagunaan SDM aparatur, yang meliputi bidang
kelembagaan,

ketatalaksanaan, dan kepegawaian.
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BAB III

STANDAR NORMA WAKTU

Pelaksanaan analisis beban kerja dimulai dari pengukuran dan

perumusan norma waktu setiap proses penyelesaian pekerjaan
sesuai

dengan uraian prosedur kerja yang berlaku. Pengukuran dan

perumusan norma waktu dilakukan dengan seksama dan cermat

dengan mempehatikan tingkat kewajaran waktu kerja bagi si
pegawai

dan kebenaran uraian proses untuk mendapatkan outputsehingga
dapat

diperoleh hasil pengukuran beban kerja yang memadai.

Jika unit organisasi sudah memiliki Standar Operasional
Prosedur

(SOP), maka Standar Operasional Prosedur tersebut dapat
dipergunakan

sebagai standar norma waktu dalam perhitungan beban kerja.
Konsep

rancangan pembakuan norma waktu tersebut dapat dibahas
dengan

narasumber untuk memperoleh hasil yang maksimal.Norma waktu
ditetapkan oleh pimpinan unit eselon I masing-

masing setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Sekretaris
Jenderal

Kementerian Kesehatan.

Norma waktu yang telah ditetapkan wajib dievaluasi apabila :

terjadi penyempurnaan sistem dan prosedur kerja;

terjadi perubahan organisasi;

adanya perubahan peralatan yang sangat mempengaruhi
pencapaian

hasil kerja;

adanya perubahan kebijakan pemerintah.

Proses penyusunan dan penetapan norma waktu diatur sebagai
berikut :

1. Unit pelaksana melakukan inventarisasi semua produk yang

dihasilkan oleh unit/satuan organisasi yang berada
dibawahnya.

2. Setiap produk dibuatkan uraian proses/tahapan kerja yang

dilakukan untuk menghasilkan produk yang dimaksud. Pembuatan

tahapan kerja harus dilakukan dengan cermat agar tidak ada

tahapan yang terlewat dan uraiannya dibuat dalam kalimat
aktif,

singkat dan jelas sehingga :a) setiap tahapan harus diketahui
nama jabatan yang

melaksanakan;

b) setiap tahapan merupakan uraian proses penyelesaian

pekerjaan untuk menghasilkan produk;
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c) setiap produk ada nama satuan produknya sehingga

dimungkinkan untuk dihitung berapa jumlah beban kerjanya;

d) selanjutnya dapat diketahui berapa lama aktu yang

dibutuhkan oleh pemangku jabatan untuk menyelesaikan

tahapan dalam satu satuan produk.

3. Uraian proses kerja yang dibutuhkan untuk menetapkan
norma

aktu tertuang dalam tabel 1 untuk norma waktu produkberdasarkan
norma proses tahapan dan tabel 2 untuk norma waktuproduk
berdasarkan norma proses pelayanan.

TABEL 1

STANDAR NORMA WAKTU PRODUK BERDASARKAN NORMA PROSES TAHAPANNama
Produk :Unit Organisasi :

Satuan Kerja :

No Uraian Proses/ Tahapan Untuk

Menghasilkan ProdukSatuanProduk

Norma Waktu Peralatan Ket

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Analis,NIP. ..

Petunjuk pengisian :

1. Nama Produk sudah diisi sesuai dengan nama produk pada Form
5

bagi produk yang ditabulasikan, atau pada Form 1.

2. Unit Organisasi diisi dengan nama unit eselon III yang
akan

dianalisis beban kerjanya.3. Satuan Kerja diisi dengan nama unit
eselon II/III induk dari unit

organisasi yang disebutkan pada angka 2.

4. No kolom (1) diisi dengan angka untuk memberi nomor urut
atas

uraian yang tercantum pada kolom (2).

5. Uraian Proses/Tahapan Untuk Menghasilkan Produk kolom (2)

sudah diisi sesuai dengan uraian proses/tahapan untuk

menghasilkan produk sesuai dengan Form 4 bagi produk yang

ditabulasikan, atau pada form-1 bagi produk yang tidak
diperlukan

tabulasi.

6. keseluruhan proses kerja yang dilakukan untuk mendapatkan
satu

satuan produk.

7. Satuan Produk kolom (3) sudah diisi sesuai dengan kata
yang

menggambarkan suatu besaran dari output yang diuraikan pada

kolom 2.
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8. Norma Waktu kolom (4) diisi dengan norma waktu yang telah

dipergunakan untuk melakukan penghitungan analisis beban
kerja.

untuk produk yang diperlukan tabulasi, diambil dari norma
waktu

hasil analisis Form 4, yang hasilnya telah teruji. Untuk produk
yang

tidak memerlukan tabulasi, diambil dari form-1 yang hasilnya
telah

teruji dalam hasil uji coba.

9. Peralatan kolom (5) diisi dengan jenis peralatan spesifik
yang

digunakan untuk memproses sebagaimana diuraikan pada kolom
2.

10. Keterangan diisi dengan hal-hal yang perlu ditambahkan
atas

uraian dalam kolom (2) s.d (5).

TABEL 2STANDAR NORMA WAKTU PRODUK BERDASARKAN NORMA
PELAYANAN

Unit Organisasi :

Satuan Kerja :

No Nama Produk/Aktivitas

Nama JabatanPelaksana

Satuan Produk Normawaktu

Peralatan Ket

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Analis,NIP. ..

Petunjuk Pengisian :

1. Unit Organisasi diisi dengan nama unit eselon yang akan
dianalisis

beban kerjanya.

2. Satuan Kerja diisi dengan nama unit eselon II/III induk dari
unit

organisasi yang disebutkan pada angka 2.

3. No kolom (1) diisi dengan angka untuk memberi nomor urut
atas

uraian yang tercantum pada kolom (2).

4. Nama Produk/Aktivitas diisi sesuai dengan nama produk pada
form

F-5 bagi produk yang ditabulasikan, atau pada form -2 bagi
produk

yang tidak perlukan tabulasi.

5. Nama Jabatan Pelaksana kolom (3) diisi dengan nama-nama

abatan sesuai dengan form-5 bagi produk yang ditabulasikan,
ataupada form-2 bagi produk yang tidak diperlukan tabulasi.

6. Satuan Produk kolom (4) diisi sesuai dengan kata yang

menggambarkan suatu besaran dari output yang diuraikan pada

kolom 2.
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7. Norma Waktu kolom (5) diisi dengan norma waktu yang telah

dipergunakan untuk melakukan penghitungan analisis beban
kerja.

untuk produk yang diperlukan tabulasi, diambil dari norma
waktu

hasil analisis form-5, yang hasilnya telah teruji. Untuk produk
yang

tidak memerlukan tabulasi, diambil dari form-2 yang hasilnya
telah

teruji dalam hasil uji coba.

8. Peralatan kolom (6) diisi dengan jenis peralatan spesifik
yang

digunakan untuk memproses sebagaimana diuraikan pada kolom
2.

9. Keterangan kolom (7) diisi dengan hal-hal yang perlu
ditambahkan

atas uraian dalam kolom (2) s.d (6).
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BAB IV

ANALISIS BEBAN KERJA LANJUTAN

I. PENYAMPAIAN LAPORAN ANALISIS BEBAN KERJA

Setelah standar norma waktu ditetapkan oleh pimpinan unit
eselon

I masing-masing, untuk keperluan pelaksanaan analisis beban
kerja

selanjutnya, setiap unit organisasi di lingkungan Kementerian
Kesehatan

ajib menyampaikan laporan volume kerja secara berkala dengan
mengisi

formulir/daftar isian volume kerja dan jumlah pemangku jabatan
yang

ada (Form 1,Form 2 dan Form 3). Adapun formulir tersebut
dapat

dijelaskan sebagai berikut:

a.Form V1

FORM 1

LAPORAN VOLUME KERJA PRODUK BERDASARKAN NORMA PROSES TAHAPAN

Nama Produk :Unit Organisasi :Satuan Kerja :Lokasi :

No. Uraian Proses/Tahapan untuk menghasilkan produk Satuan
Produk Jumlah Volume Kerja Peralatan Ket

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

.., ..Responden,

.NIP .

Petunjuk pengisian:

1. Nama Produk sudah diisi sesuai dengan nama produk pada Form
A1;

2. Unit Organisasi sudah diisi sesuai dengan Form A1;

3. Satuan Kerja sudah diisi sesuai dengan Form A1;

4. Lokasi diisi dengan nama kota tempat kedudukan unit
organisasi

yang disebutkan pada angka 2 berada;

5. No.(1)sudah diisi sesuai dengan Form A1;

6. Uraian Proses/Tahapan untuk menghasilkan produk (2) sudah
diisi

sesuai uraian proses/tahapan untuk menghasilkan produk
sesuai

dengan Form FP1A bagi produk yang ditabulasikan, atau pada
Form

1;

7. Satuan Produk (3) sudah diisi sesuai dengan Form A1;
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10. Keterangan kolom (7) diisi dengan penjelasan untuk
menerangkan

hal-hal yang perlu dijelaskan pada kolom (2) s.d (6) di sebelah
kirinya.

c. Form V3

FORM 3LAPORAN JUMLAH PEMANGKU JABATAN

Unit Organisasi :Satuan Kerja :Lokasi :

No. Nama Jabatan Golongan Jumlah Keterangan

(1) (2) (3) (4) (5)

, Pimpinan Unit OrganisasiNIP

Petunjuk pengisian :

1. Unit Organisasi diisi dengan nama unit eselon III (untuk
tingkat

pusat)/ nama unit eselon IV (untuk tingkat kantor operasional
di

daerah). Untuk tingkat Kanwil (unit eselon II) diisi nama unit
eselon III.

Unit organisasi ini sebagai dasar analisis beban kerja.

2. Satuan Kerja diisi dengan nama unit eselon II / unit eselon
III induk

dari unit organisasi yang disebutkan pada angka 2.

3. Lokasi diisi dengan nama kota tempat kedudukan unit
organisasi yang

disebutkan pada angka 2 berada.4. No kolom (1) diisi dengan
angka untuk memberi nomor urut atas

uraian yang tercantum pada kolom (2).

5. Nama Jabatan kolom (2) diisi dengan nama-nama jabatan
baik

struktural maupun non struktural yang ada di lingkungan unit

organisasi yang disebutkan dalam angka 1 di atas.

6. Golongan kolom (3) diisi dengan golongan-golongan atas
jabatan yang

disebutkan dalam kolom (2).

7. Jumlah kolom (4) diisi dengan jumlah pejabat per golongan
yang

disebutkan kolom (3) dan jabtan tersebut dalam kolom (2).8.
Keterangan kolom (5) diisi dengan penjelasan untuk menerangkan

hal-hal yang perlu dijelaskan pada kolom (2) s.d (4) di sebelah
kirinya.

Selanjutnya proses melakukan analisis beban kerja sama seperti
halnya

proses tahapan analisis beban kerja yang telah diuraikan pada
Bab II.
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BAB V

PENUTUP

1. Pelaksanaan analisis beban kerja pada setiap unit/satuan
organisasi

di lingkungan Kementerian Kesehatan agar segera dilaksanakan
sesuai

dengan program reformasi birokrasi Kementerian Kesehatan;

2. Kegiatan pelaksanaan analisis beban kerja ini agar ditampung
dalam

rencana/program kerja masing-masing unit eselon I pada setiap
tahun

anggaran sehingga pelaksanaannya dapat berjalan lancar;

3. Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Analisis Beban Kerja di
tiap

unit eselon I, diharapkan unit yang menangani organisasi dan

kepegawaian ajib bekerja secara bersama-sama sesuai waktu
yang

telah ditetapkan;

4. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur
kemudian;

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 21 Desember 2012

MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NAFSIAH MBOI
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Lampiran II

PERATURAN MENTERI KESEHATAN

NOMOR : 53 TAHUN 2012

TANGGAL : 21 DESEMBER 2012

DEFINISI OPERASIONAL FORM 2

PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS BEBAN KERJA

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

NO JENIS KEGIATAN DEFINISI SATUAN WAKTU

(MENIT)

1 Menghadiri rapatinternal

Menghadiri undangan rapat di dalamlingkungan satuan kerja Kali
120

2 Mengikuti rapat

eksternal

Mengikuti undangan rapat di luar

lingkungan satuan kerja Kali 120

3 Mengikuti sosialisasi Mengikuti kegiatan sosialisasi
baikinternal maupun eksternal satuankerja.

Kali 120

4. Mengikuti konsinyering Pengumpulan pegawai di suatu
tempat(hotel, penginapan, ruang rapatlainnya) untuk menggarap
kerjaansecara intensif yang sifatnyamendesak dan tidak dapat
dikerjakandi kantor yang menghasilkan dokumentertentu.

Halfday: rapat luar kantor selama 2,5amFullday: rapat luar
kantor selama 5amFullboard : rapat luar kantor selama 8am

Hari

150

300

480

5. Melaksanakanperjalanan dinas

Perjalanan ke luar tempat kedudukanbaik perseorangan maupun
secarabersama yang jaraknya sekurang-kurangnya lima kilometer dari
bataskota yang dilakukan dalam wilayahIndonesia untuk kepentingan
Negaraatas perintah pejabat yang berwenangdan perjalanan ke luar
negeri.

Hari 300

6. Melaksanakanpengadaan barang/jasa

Kegiatan pengadaan barang/jasa yangdibiayai dari APBN baik
yangdilakukan secara manual maupunelektronik (LPSE).Sampai dengan
100 jutaDi atas 100 juta

KaliKali

300600
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NO JENIS KEGIATAN DEFINISI SATUAN WAKTU

7. Mengikuti upacara Mengikuti upacara nasional dan hari-hari
besar Kali 60

8. Mengikuti pelatihan/diklat

Diklat kepemimpinan, diklat teknis,diklat jabfung, dll Hari
300

9. Menjadi narasumber Memberikan informasi kepada pihak

yang membutuhkan berdasarkanundangan

Kali 180

10. Melaksanakankoordinasi dankonsultasi

Koordinasi : Mengatur suatu organisasiatau kegiatan sehingga
peraturan dantindakan yang akan dilaksanakan tidaksaling
bertentangan atau simpang siur.

Konsultasi : Pertukaran pikiran untukmendapatkan kesimpulan
(nasihat,saran, dsb) yang sebaik-baiknya.

Kali

30

11. Mengikuti seminar/

lokakarya

Pertemuan para ahli untuk membahas

masalah praktis atau yangbersangkutan dengan pelaksanaan
dibidang keahliannya.

Hari 300

12. Mengisi PenilaianKinerja

Melakukan rekapitulasi kegiatan harianyang dilakukan secara
individu Hari 5

Ditetapkan di : Jakartapada tanggal : 21 Desember 2012

MENTERI KESEHATANREPUBLIK INDONESIA,

ttd

NAFSIAH MBOI
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